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c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2023 ten tang Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah berakhir Tahun 2024, Kepala Perangkat
Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dan mengacu pada Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana

strategis yang memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat
indikatif dengan berpedoman pada RPJMD;

bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan
dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien
dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

a.Menimbang

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURANBUPATICIREBON

NOMOR 32 TAHUN2024

TENTANG

RENCANASTRATEGISBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATENCIREBONTAHUN2025-2026

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATICIREBON,
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

1.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2026;

d. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan

Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-

2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun

2025-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun

2025-2026, dan wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat

Daerah dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

Tahun 2025-2026;

Mengingat
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 6322;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46 14);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ten tang Hasil
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penysusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 459);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 180);

Nomor 6883);



5

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2023

ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2022

tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 177 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon

Nomor 146 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2023 Nomor 177);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7

Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021

Nomor 1);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat

Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen

perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5

(lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.

2. Bupati adalah Bupati Cirebon.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Cirebon.

Pasal 1

BAB I

KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN2025-2026.

MEMUTUSKAN:

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Nomor 154);

Menetapkan



13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun.
7

menyejah terakandanmelayani, memberdayakan,

masyarakat.

12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah.

10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu

bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon

un tuk periode 5 (lima) tah un.

9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk jangka

waktu 2 (dua) tahun selama masa transisi sampai

dengan adanya RPJMD hasil Pilkada serentak

Tahun 2024.

perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode

20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat

RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan

wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh

tahun).
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17. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang

melaksanakan tugas mengordinasikan penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karen a dampaknya yang signifikan

bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,

mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan

menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dimasa yang akan datang.

20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/

Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah.

22. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang

Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih

pendek dari tujuan.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.
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23. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai

alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program

atau sa saran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output),

hasil (outcome), dampak (impact).

24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program­

program indikatif sebagai prioritas pembangunan

daerah Zperangkat daerah untuk mencapai sasaran.

25. Kebijakan pembangunan adalah arah Ztindakan yang

diambil oleh Pemerintah Pueat /Daerah untuk mencapai

tujuan.

26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap

sebagai penjabaran strategi.

27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas

dan fungsi.

28. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program.

29. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas /Iayanan

kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai

dengan ketentuan perundang undangan.

30. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

31. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
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(1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 merupakan

penjabaran dari RPD Tahun 2025-2026 yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 memuat

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan Zatau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif untuk

jangka waktu dua tahun.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja

Perangkat daerah setiap tahunnya.

Pasa12

BABII

KEDUDUKAN

34. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah

suatu proses pemantauan dan supervisi dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan

serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,

dan efektif.

32. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah

berupa hasil pembangunarr/Iayanan yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

33. Ketua Tim adalah pejabat fungsional madya, muda,

pertama yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan

atau sub kegiatan sesuai dengan perencanaan dan

melaporkan capaian kinerja output kegiatan atau sub

kegiatan kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan

unit organisasi.
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c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan perangkat daerah untuk

kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja

perangkat daerah.

b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

selama kurun waktu tahun 2025-2026 dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja

dalam RPD.

a. memberikan pedoman bagi Kepala Badan dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan

sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat

Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2026 yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu

strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan perangkat daerah sebagai

penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Tujuan ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Tahun 2025-2026 adalah :

a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi

Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan

sasaran telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati

tentang RPDTahun 2025-2026.

(1) Maksud ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tahun 2025-2026 adalah :

Pasa13

BABIII

MAKSUDDANTUJUAN
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Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Telaahan

Rencana Strategis Kementrian PPN/ Bappenas dan Renstra

Bappeda Provinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan

Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat

Daerah tahun 2025-2026, Indikator Kinerja Utama Tahun

2025-2026 dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat

Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PerangkatBab III

Daerah

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab mi berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur

Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja

Pelayanan, serta Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat

Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah.

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum

Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika

Penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah

tahun 2025-2026.

PendahuluanBab I

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

PerencanaanBadan

Pasa14

(Renstra)StrategisRencana

BABIV

SISTEMATlKARENSTRA
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(1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui

penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat daerah

berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang telah ditentukan dalam Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Tahun 2025-2026 sesuai tahun pelaksanaan.

Pasa16

BABV

PELAKSANAANRENSTRA

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa15

Bab InI berisi tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu

Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 melalui

Indikator Kinerja Utama (IKU)Perangkat Daerah.

Bab VIIIPenutup

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta

Pendanaan
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(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) meliputi:

a. Program dan Zatau kegiatan Pembangunan Daerah;

b. Program Perangkat Daerah dan Iatau lintas

Perangkat Daerah;

c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan

Sasaran Pembangunan Daerah;

d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program

dan/ atau Kegiatan Pembangunan Daerah.

Pasa18

a. kebijakan perencanaan Renstra;

b. pelaksanaan Renstra; dan

c. hasil capaian Renstra.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala

Bappelitbangda secara berkala.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan

perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses

penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

pelaksanaan Renstra.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

evaluasidanpengendalianmelakukan(1) Bupati

Pasa17

BABVI

PENGENDALIANDANEVALUASI
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Pasa19

(1) Kepala Badan selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target

tujuan badan dan sasaran strategis atau indikator

kinerja utama dinas yang tercantum dalam Renstra

perangkat daerah dan Renja tiap tahunnya akan

dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling

lambat tiap triwulan.

(2) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang atau pejabat

fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi

mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target

outcome program yang tercan tum dalam Renstra

perangkat daerah dan akan dievaluasi capaian
realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat

tiap triwulan.

(3) Pejabat Pengawas dan atau pejabat fungsional yang

setara yang ditunjuk sebagai ketua Tim mempunyai

tanggungjawab atas pencapaian target output kegiatan

dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra

perangkat daerah dan akan dievaluasi capaian

realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat

tiap triwulan.

(4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja

dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang

diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan

didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan

evaluasi capaian indikator kinerja output, outcome dan

sasaran strategis Badan dan kinerja daerah serta

indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
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Kepala Badan dapat menunjuk pejabat fungsional hasil

penyetaraan jabatan atau pejabat fungsional pertama,

fungsional muda dan fungsional madya untuk ditugaskan

sebagai Ketua Tim kerja yang bertanggungjawab atas capaian

kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang ada pad a Renstra

Badan.

Pasal 11

BABVIII

KETENTUANPERALIHAN

Perubahan Rentra dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata

cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa

substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. terjadi perubahan RPJMD; dan

e. terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah yang

menyebabkan perubahan tugas dan fungsi perangkat

daerah.

Pasal 10

BABVII

PERUBAHANRENSTRA

diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau

diupload bukti pendukungnya.
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HILMYRIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

Diundangkan di Sumber

pad a tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ditetapkan di Sumber

pada tang gal 28 Maret 2 24

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal 12

BABIX

KETENTUAN PENUTUP
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1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

pembangunan dalam jangka panj ang , jangka menengah, dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan

masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Keselarasan dan

sinkronisasi dalam perencanaan sangat diperlukan, agar tujuan

tercapai dan tepat sasaran.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan :

(1)penyusunan rencana;

(2)penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga

secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. Rencana pembangunan tahunan, yaitu Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon adalah salah satu dokumen

perencanaan Bappelitbangda untuk periode lima tahun periode

2019-2024 yang akan dilakukan revisi sehubungan dengan adanya

masa transisi pemilihan kepala daerah baru, maka berdasarkan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

BABI
PENDAHULUAN

RENCANASTRATEGIS
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANPENELITIANDAN

PENGEMBANGANDAERAHKABUPATENCIREBON
TAHUN2025 - 2026
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Undang-Undang Nomor 1Peraturan Pemerintah Pengganti

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum

disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon adalah

sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor4437);

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

1.2 Landasan Hukum

Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua

aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai

sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang

akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan

persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan

rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerahjlintas Perangkat

Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026mengacu pada

dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)Tahun 2025-2026

juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti

RTRW,Renstra Kementerian PPNjBappenas, Renstra Bappeda

Propinsi Jawa Barat, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah

daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan

DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan

kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
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Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19)darr/atau dalam rangka menghadapi

Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dari/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6485);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 114, Tambahan

lembaran Negara No.5887);

e. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi Daerah (Lembaran NegaraTahun 2017 No. 206, Tambahan

lembaran Negara No.6123);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

PencapaianTujuan Pembangunan Berkelanjutan;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun

2015 - 2019;

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor45);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
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m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

p. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Pedoman

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada

Tahun 2024;

q. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionalj Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasionalj Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 14 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2005-2025;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

t. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tugas,

Fungsi dan dan Tata Ketja Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita

Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 Nomor 47, Seri D),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon

Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan dan Tata Kerja
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1.4 Sistematika Penulisan

Reneana strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon disusun

dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan hal-hal yang mendasari penyusunan

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-

2026 dan kedudukannya sebagai pereneanaan strategis

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2026 adalah sebagai aeuan Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Reneana Kerja dan

penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Tujuan disusunnya Reneana strategis Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon adalah:

a. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran yang lebih terukur ke dalam

tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2025-2026, dengan

berpedoman pada dokumen Renean Pembangunan Daerah;

b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;

c. Merumuskan reneana kegiatan kerangka pendanaan perangkat

daerah sesuai dengan program yang telah disepakati dengan

DPRD.

Badan Pereneanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon

tahun 2022 Nomor 28 D), dan telah diubah dengan Peraturan

Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2023 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pereneanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon tahun 2023 Nomor 154);

u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang

Reneana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun

2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Nomor 11).
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BAB III PERMASALAHANDANISU-ISUSTRATEGISPERANGKAT

DAERAH

Memuat tentang penggalian masalah-masalah dalam

pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon, kajian mengenai Renstra Bappenas

dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan

antara pemerintah pusat dan daerah, telaahan mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen

yang dipedomani dalam penyusunan Renstra

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

serta menjabarkan permasalahanjisu strategis dari

berbagai faktor yang perlu ditangani oleh Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon

BAB II GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH

Menggambarkan struktur organisasi Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon yang diikuti dengan penguraian tugas

pokok dan fungsi dari setiap unit kerja, komposisi sumber

daya manusia serta aset dan unit usaha yang operasional,

kinerja pelayanan berdasarkan tingkat ketercapaian

indikator kinerja serta realisasi pendanaan pada

tahun-tahun sebelumnya, kelompok sasaran layanan,

tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

perangkat daerah, dari latar belakang, landasan hukum

mendasari penyusunan Renstra Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan kedudukannya

sebagai perencanaan strategis perangkat daerah, maksud

dan menguraikan tentang hal-hal yang hendak dicapai

dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2026.
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Memuat kesimpulan mengenai penyusunan Renstra

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026

BAB VIII PENUTUP

BAB VII KINERJAPENYELENGGARAANBIDANG URUSAN

Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA

PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan yang

nomenklaturnya mengacu pada keputusan menteri

dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur

program/ kegiatarr/ subkegiatan dan pemutakhirannya

beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya yang

direncanakan untuk 2 (dua) tahun mendatang.

BAB V STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN

Memuat rangkaian konsep dalam mencapai tujuan dan

sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

BAB IV TUJUAN DANSASARAN

Memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, serta cascading

kinerja perangkat daerah.
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1)Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

2)Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang

perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang

1. KEPALABADAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021

Nomor 1 Seri D); Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2022 Nomor 1) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun

2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 28). Keputusan

Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.47-0rg/2022 tentang Uraian Tugas

Sub Koordinator Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tgelah diubah

dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 154) ditetapkan pada tanggl 14

Desember 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah. Tugas dan Fungsi Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten
Cirebon

BABII
GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH
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koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2),menyelenggarakan fungsi :

a) koordinasi kegiatan;

b) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;

c) pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan;

d) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan

masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;

Sekretaris Badan yang

bertanggung jawab kepada

dipimpin oleh

bawah dan

1) Sekretariat Badan

berkedudukan di

KepalaBadan.

2) Sekretariat Badan melaksanakan tugas menyelenggarakan

II. Sekretariat Badan

menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang

diberikan kepada daerah.

3)Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang riset

dan inovasi;

b) perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

c) perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;

d) perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;

e) perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

ij pelaksanaan riset dan inovasi daerah;

g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan

bidang penelitian dan pengembangan;

h) pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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a) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;

b) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;

c) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan

d) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

ILBSubbagian Keuangan dan Aset

1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian

Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

2) Subbagian Keuangan dan Aset, rnelaksanakan tugas:

a) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

b) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

c) penyiapan dan pelaksanaan urusan rurnah tangga:

d) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan

kearsipan;

e) penyiapan dan pelaksanaan urusan urusan kehurnasan;

1) pengelolaan dan inventarisasi barang rnilik negara yang

ada;

g) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

h) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);dan

i) pengkoordinasian penyiapan bahan Reforrnasi Birokrasi dan

Sistern Pengendalian Internal Pernerintah (SPIP).

ILA Subbagian Urnurn dan Kepegawaian

1) Subbagian Urnurn dan Kepegawaian dipirnpin oleh Kepala

Subbagian Urnurn dan Kepegawaian yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

2) Subbagian Urnurndan Kepegawaian, rnelaksanakan tugas :

e) penyelenggaraan pengelolaan barang rnilik negara dan

pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

1) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
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serta hasil rencanarencana pembangunan daerah,

pembangunan daerah;

a) perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

b) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,

pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah;

c) pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan

pendanaan pembangunan daerah;

d) pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

e) pelaksanaan pengumpulan dan analisasi data dan informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

f) pengintegrasian dan harmonisasi program-program

pembangunan di daerah;

g) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,

evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

h) pengoordinasian dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran di daerah;

i) pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan

perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan

mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan

pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.

3)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)menyelenggarakan fungsi:

Daerah mempunyai tugas merumuskan,Pembangunan

EvaluasidanPengendalianPerencanaan,2)Bidang

1)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Badan melalui Sekretaris Badan.

III.BidangPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah
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3)Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau,

mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan

manusia dan kesejahteraan rakyat.

ManusiaPembangunandanPemerintahan2)Bidang

N. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan melalui Sekretaris Badan.

pembangunan daerah;

m) pe1aksanaan pengamanan data me1alui bahan cetak dan

elektronik sebagai bahan dokumentasi;

n) penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah;

0) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

p) pengendalian pelaksanaan kerja sarna daerah;

q) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah; dan

r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

informasidatapengamanan

pembangunan;

1) penyajian dan

perkembanganmengetahuiuntuk

pembangunan daerahpermasalahan

j) pelaksanaan pengendalian me1alui pemantauan, supervisi

dan tindak 1anjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan

agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah;

k) pengidentifikasian

berdasarkan data
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1) pengevaluasian dan pe1aporan pe1aksanaan kegiatan Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

manusia;

k) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan

j) pengoordinasian dukungan pe1aksanaan kegiatan pusat

untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia;

i) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan kementeriarr/Iembaga di provinsi dan kabupaten

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

h) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia;

g) pengoordinasian pe1aksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia;

1) pengoordinasian pe1aksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPDbidang pemerintahan dan

pembangunan manusia;

e) pengoordinasian pe1aksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD)bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

d) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang

pemerintahan dan pembangunan manusia;

c) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

pemerintahan dan pembangunan manusia;

b) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

Bidangpadaa) perumusan bahan perencanaan

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
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g) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya

alam;

1) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian

dan sumber daya alam;

e) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMDdan

RKPD)bidang perekonomian dan sumber daya alam;

d) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang

perekonomian dan sumber daya alam;

c) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)bidang

perekonomian dan sumber daya alam;

daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

kebijakan teknis perencanan pembangunanb) perumusan

Bidangpadaa) perumusan bahan perencanaan

Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

melaksanakan tugas sebagaimana

menyelenggarakan fungsi :

Daya Alam dalam

dimaksud pada ayat (2),

Sumberdan3)Bidang Perekonomian

mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau,

mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber

dayaalam.

AlamDayaSumberdanPerekonomian2)Bidang

v. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1)Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris Badan.

m) pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
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b) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

Bidangpadaa) perumusan bahan perencanaan

Infrastruktur dan Kewilayahan;

3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi :

merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi

dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

mempunyai tugasdan Kewilayahan2) Bidang Infrastruktur

VI. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui

Sekretaris Badan;

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

I) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang

Perekonomian dan Sumber DayaAlam; dan

k) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;

j) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat

untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber

dayaalam;

i) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

kegiatan kementerian jlembaga provinsi dan kabupaten

bidang perekonomian sumber daya alam;

sinergitas dan harmonisasi kegiatan

bidang perekonomian dan sumber daya

h) pengoordinasian

perangkat daerah

alam;



VII. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang Riset dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan

Inovasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

1) Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas membantu kepala

badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi

dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan
16

c) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)bidang
infrastruktur dan kewilayahan;

d) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang
infrastruktur dan kewilayahan;

e) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD

dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
t) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan

kewilayahan;

g) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;

h) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

i) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi kegiatan kementeriarr/Iembaga di provinsi dan

kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;

j) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat

untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan

kewilayahan;

k) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

1) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRWDaerah dan RPJMD;

m) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
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d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan

inpvasi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di

daerah;

e) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,

penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan

inovasi di daerah;

f) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan

pemanfaatan sistem informasi pengembangan, pengkajian di

daerah;

c) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelaksanaan

kebijakan di bidang riset dan inpvasi kerjasama

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;

b) Penyusunan dan pereneanaan, program, anggaran,

kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan,

pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah

yang berpedoman pada nilai Paneasila;

a) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan

penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta

invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan

kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah

sebagai landasan dalam pereneanaan pembangunan daerah

di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai

Pancasila;

2) Bidang Riset dan Inovasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi :

penerapan serta invensi dan inovasi di daerah seeara menyeluruh

dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan reneana

induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

di daerah sebagai landasan dalam pereneanaan pembangunan

daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai

Paneasila.
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6) Jumlah Jabatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja.

5) KelompokJabatan Pelaksanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4),terdiri dari Klerek,Operator dan Teknisi.

4) Jabatan Pelaksana adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi

dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan.

3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

dalam berbagaiJabatan Fungsional yang terbagi

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

IX. KelompokJabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan

perundang- undangan.

g) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian

dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dihasilkan lembaga/pusaty organisasi penelitian lainnya di

daerah;

h) Koordinasisistem ilmu pengetahuan dan teknologidi daerah;

i) Pelaksanaan administrasi badan; dan

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan,

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1

(Satu) Sekretariat dengan dibawahnya 2 (dua) sub bag yaitu subbag

umum dan kepegawaian, dan subbagian keuangan dan asset, 5 (lima)

Bidang, 1 (satu) kelompok Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Sumber: Perbup No. 154 Tahun 2023 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 Nornor 154)

I KEPALA BADAN J
l

I SEKRETARIAT BADAN I
I

I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUMDAN KEUANGAN DAN

KEPEGAWAIAN ASgT

I I I I I
BIDANG BIDAJiG

BIDANG PERENCANAAN, BIDANG PEMERINTAHAN PEREKONOMJAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG RISET
PENGENDALJAN DAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN DAN INOVASI

EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KEWILAYAHAN
DAERAH

rs
KELOMPOK JABATAN

F1JNGSIONAL DAN JABATAN
PELAKSANA

STRUKTUR ORGANISASI
BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON

PERATURANBUPATICIREBONNOMOR 154 TAHUN2023

Gambar 2.1

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Cirebon dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda,

dibawahini.

B. Struktur Organisasi
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JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG) JML
No. S2 I Sl 03 I SLTA SLTP/SD
1 I 2 3 I 4 5 I 6 I 7 8

PNS
1 JABATAN PIMPINANTERTINGGI 1 - - - 1

2 ADMINISTRATOR 4 2 - - - 6

3 PENGAWAS 2 - - - - 2
4 PERENCANAAHLI MADYA 2 - - - - 2

5 PERENCANAAHLl MUOA 7 2 - - - 9

6 PERENCANAAHLI PERTAMA - 2 - - - 2

7 ANALlS PERENCANA - 2 - - - 2

8 PENYUSUNPROGRAMANGGARANOAN 2 - - - 2PELAPORAN -

Tabel2.1
ProfilSumber DayaManusia

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda, jumlah

sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila

dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data

kepegawaian sampai dengan bulan Januari 2024, kekuatan sumber

daya manusia Bappelitbangda adalah sebanyak 54 orang, terdiri atas 40

PNS dan 14 non PNS. Dari sejumlah PNS itu, 17 orang (42,50 o/~

berpendidikan master, 18 orang (45,00 o/~ berpendidikan Sarjana, 1

orang (2,50 o/~ Sarjana Muda/Da, dan 4 orang (10,00 o/~ berpendidikan

SLTA,sebagaimana Tabel 2.1. Dari pegawai tersebut 4 orang pegawai

yang menduduki jabatan struktural, dua orang arsiparis, subkoordinator

10 dan sisanya sebanyak 20 orang sebagai pelaksana. Bappelitbangda

adalah salah satu lembaga di tingkat daerah yang pegawainya memiliki

latar belakang pendidikan paling bervariasi, terdiri dari teknik (15,15 %),

ekonomi (6,06 %), dan sosial (3,03°/~. Sementara itu, latar belakang

keilmuan lainnya meliputi Administrasi Negara; Pemerintahan,

Akuntansi; memilikipersentase 39,36 %.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah

coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat)yang sesuai

dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik

struktural maupun fungsional teknis khususnya dalam bidang informasi

teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk

menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait

dengan sektor bidang tugasnya.
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Sumber Data: Bappelttbangda, Desember 2023

NO. BIDANG
JENIS KELAMIN(Orang) Jumlah
LAKI-LAKI PEREMPUAN (Orang)

1 Kepala 1 - 1
2 Sekretariat 5 7 12

3 Bidang Perencanaan Pengendalian 3 4 7Evaluasi dan Pembangunan Daerah

4 Bidang Pemerintahan dan 2 4 6Pembangunan Manusia

5. Bidang Perekonomian dan SDA 1 4 5

6 Bidang Infrastruktur dan 3 1 4Kewilayahan

7 Bidang Penelitian dan 2 3 5Pengembangan
JUMLAHTOTAL 17 23 40

Tabe12.3
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Data: Bappelitbanqda 2023

No. Unit Gol I-II Gol III Gol IV Jumlah
1 Kepala 0 0 1 1
2 Sekretariat 2 6 2 10

Bidang Perencanaan
3 Pengendalian Evaluasi dan 0 1 1 2

Pembangunan Daerah

4 Bidang Pemerintahan dan 0 0 1 1Pembangunan Manusia

5. Bidang Perekonomian dan 0 1 1 2SDA

6 Bidang Infrastruktur dan 1 0 1 2Kewilayahan

7 Bidang Penelitian dan 0 1 1 2Pengembangan
8. Fungsional perencana 0 6 9 15

9. Fungional Peneliti / Analis 0 2 1 3

10. Arsiparis 0 2 0 2
JUMLAHTOTAL 3 19 18 40

Tabe12.2
Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Menurut Golongan Pangkat

Sumber Data: Bappelitbangda, 2023
Sesuai dengan dengan UU No 5 Tahun 2014 pengklasifikasian berdasarkan

1 2 3 4 5 6 7 8

9 PENELlTI AHLI MUDA 2 - - - - 2
10 ANALIS PENELlTI - 1 - - - 1

11 FUNGSIONAL ARSIPARIS - 2 - - 2

12 PENGELOLA KEUANGAN - 3 1 2 - 6

13 PELAKSANA - 1 - 2 - 3

JUMLAH PNS 18 17 1 4 - 40
JUMLAH NON PNS 1 6 - 7 - 14
JUMLAH TOTAL 19 23 I 11 - 54
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2.2.2 KondisiSarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon adalah Gedung yang terdiri dari Bangunan Utama

Kantor Bappelitbangda, Musholah, kendaraan dinas operasional roda

empat sebanyak tujuh (tujuh) unit dan roda dua sebanyak 19 (sembilan

belas) unit, 2 (dua)jaringan terdiri dari Transmisi Tegangan Dibawah 100

KVAdan Instalasi Gardu instalasi listrik satu (satu) unit.

Di dalam gedung kantor Bappelitbangda Kabupaten Cirebon,

terdapat ruang rapat ada 4 (empat) ruangan, meliputi ruang rapat utama

Suparman 1 dan Suparman 2, Ruang Suyudi dan Ruang Nuhriana

semuanya ada di lantai 2. Terdapat pula aset berupa peralatan dan

Berdasarkan golongan dan pangkat, Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon memiliki 1 pejabat Pimpinan Tertinggi, 6 pejabat

Administrator, 2 pejabat Pengawas, 15 jabatan Fungsional Perencana, 2

jabatan Penyusun Program dan Pelaporan, 2 jabatan Fungsional Peneliti,

1 jabatan Analis Peneliti, 2 jabatan Fungsional Arsiparis, dan 11 jabatan

PengeolaKeuangan dan Pelaksana.

• • •
S2 Sl D3 SLTA

Gambar 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon

Jumlah pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sebanyak 40

orang dengan didominasi oleh golongan III sebanyak 19 orang atau 47,50

% dari keseluruhan pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, disusul

18 orang (45 o/~golongan IVdan 3 orang (7,5 o/~golongan I dan II. Pegawai

non PNSsebanyak 14orang, jumlah total 40 orang.
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2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabaupaten Cirebon

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mempunyai peran penting di

dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dengan Tim

Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi,

kolaborasi dan harmonisasi bersama seluruh perangkat daerah

Kabupaten Cirebon dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam me1aksanakan tugas dan

fungsinya, berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Sumbar Date :Buku KIB Beppelitbengde, 2023

No. SARANADANPRASARANA JUMLAH SATUAN
1 Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah) 8 unit
2 Sepeda Motor 19 unit
3 Statinonery generation set 1 unit
4 Note book 2 unit
5 Tabung gas 2 unit
6 AC split 42 unit
7 AC sentral 6 unit
8 CCTV 5 unit
9 Alat pemadam portable 13 unit
10 Internet 2 unit
11 Meja kerja peiabat eselon III 5 unit
12 Bangunan gedung kantor permanen 1 paket
13 Server 1 unit
14 PC Unit 49 unit
15 Laptop 44 unit
16 Televisi 10 unit
17 Monitor 8 unit
18 Scanner 24 unit
19 Rak besi 17 unit
20 Kursi rapat 234 unit
21 sofa 17 unit
22 Meja kursi pegawai non struktural 43 unit

Tabel2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana

mesin, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Aset lainnya merupakan aset

dalam proses penghapusan, tetapi masih tercatat di dalam Daftar Barang

MilikDaerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh

terhadap pencapaian kinerja organisasi. Lebih dapat dilihat pada tabel
berikut:



Bappelitbangda selain memiliki fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan juga menjalankan fungsi lain

diantaranya penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan serta pelaporan. Untuk pemenuhan fungsi tersebut

Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD

Kabupaten Cirebon termasuk Renstra dan Renja perangkat daerah. Selain

itu juga melaksanakan pembinaan terhadap evaluasi RKPDKabupaten

Cirebon serta melaksanakan pengendalian, dan evaluasi terhadap

programjkegiatan yang bersumber dari APBD. Lebih lanjut, berbagai

fungsi dijalankan oleh Bappelitbangda untuk mendukung ketercapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

jangka menengah. Tingkat ketercapaian kinerja pelayanan

Bappelitbangda berdasarkan pengukuran terhadap capaian indikator

kinerja Renstra Bappelitbangda sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
24

Dokumen perencanaan lingkup perangkat daerah:

a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra)Murni dan Perubahan; serta

b. Dokumen Rencana Kerja (Renja)Murni dan Perubahan.

Daerah Kabupaten Cirebon. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan

tersebut bahwa Bappelitbangda memiliki tugas pokok melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Lebih

lanjut, dalam menyelenggarakan tugas pokok terkait perencanaan

tersebut, Bappelitbangda memiliki fungsi, yaitu diantaranya untuk

menyelenggarakan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Beberapa dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappelitbangda,

antara lain:

Dokumen perencanaan lingkup kabupaten:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)Murni dan

Perubahan;

b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)Murni
dan Perubahan;

c. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Murni dan

Perubahan; serta

d. Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

lnfrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan Sumber

DayaAlam, serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
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Berdasarkan data Tabel 2.6 di atas, terlihat bahwa rata-rata

anggaran Belanja Operasi (gaji dan tunjangan) dari tahun 2021 sampai

dengan 2023 naik 36,27 % untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan

realisasi 0,58%, sedangkan untuk Belanja Modal rata- rata 14,46 % setiap

tahunnya dengan pertumbuhan realisasi rata-rata 22,80 % per tahun. Pada

Belanja Barang dan Jasa terjadi penurunan, sebesar 9,41% dengan

rata-rata penurunan 4,62% sama halnya dengan Belanja Modal Peralatan

dan Mesin terjadi penurunan 4,46% dengan rata rata penurunan sebesar

15,82% pertahun selama kurun waktu tahun 2021-2023. Penurunan

tersebut dikarenakan Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada adanya

pandemic Covid-19 sejak akhir tahun 2019, sehigga memaksa semua pihak

untuk mampu beradaptasi termasuk dalam hal penganggaran yang harus di

refocusing untuk penanganan covid-19.

Berdasarkan Tabel 2.7 kita dapat melihat perkembangan pendanaan

program di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Jika dilihat per program,

rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi. ProgramPenunjang

Urusan Pemerintahan Daerah rasio realisasi dan anggaran

berkisar 0,91-0,96 hal tersebut menunjukan untuk mencapai output

tergolong tinggi, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah berkisar 0,83-0,97 hal tersebut juga menunjukan

tingkat pencapaian output relatif tinggi. Program Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah rasio realisasi penyerapan

anggaran berkisar 0,92 - 0,98 hal tersebut juga menunjukan tingkat

pencapaian output relatif tinggi untuk ketiga bidang yaitu Bidang Infraswil,

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Perencanaan

Pembangunan Manusia.

Untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah rasio realisasi

penyerapan anggaran rasio realisasi penyerapan anggaran berkisar 0,92 -

0,98 hal tersebutjuga menunjukan tingkat pencapaian output relatif tinggi.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.7 di atas,

menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kinerja Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon dari sisi anggaran kategori baik. Realisasi anggaran untuk

mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Konsistensi Perencanaan

Pembangunan maupun Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen

Perkantoran terealisasi di atas 80%. Selanjutnya pada tahun-tahun

selanjutnya meskipun terdapat refocusing maupun realokasi anggaran yang

cukup signifikan dalam rangka optimalisasi penanganan dampak pandemi

COVID-19, namun Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat menjaga
34
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2.4 KelompokSasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan

masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta lingkungan yang dinamis, keberhasilan maupun kegagalan suatu

organisasi dapat dinilai berdasarkan kemampuan manajemen organisasi

tersebut dalam melakukan adaptasi. Oleh karena itu, analisis terhadap

lingkungan, baik internal maupun eksternal, merupakan kegiatan yang

penting dilakukan oleh suatu organisasi. Analisis lingkungan dilakukan

untuk membantu organisasi mengambil strategi yang tepat dalam

pengelolaan manajemen organisasinya. Adapun tujuan dari analisis

lingkungan eksternal yakni untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang

yang dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOTberikut:

konsistensinya dalam berkinerja sangat baik yang tercermin dari sisi

realisasi anggaran yang selalu berada di kisaran 80-100%. Adapun untuk

realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai

Komponen Perencanaan Kinerja Indeks Perencanaan Daerah Tahun 2021

sampai dengan tahun 2023 jika dilihat dari besaran anggaran terjadi

ratarata penurunan sebesar 4,11% namun dari serapan relative cukup baik

berkisar di 0,92 - 0,98 atau berkisar 92% - 98%. Penurunan anggaran

tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perubahan metode

pelaksanaan kegiatan yang semula luar jaringan (luring) menjadi dalam

jaringan (daring) sebagai bentuk adaptasi pelaksanaan aktivitas kerja di

tengah kondisi pandemi. Namun demikian, realisasi yang tidak optimal pada

tahun 2021 tersebut dapat diantisipasi pada 2023 sehingga realisasi

anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut

meningkat signifikan menjadi sebesar 98%.

Sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian target kinerja strategis

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, maka belanja yang dilakukan disusun

dengan pendekatan anggaran berbasis program (money follow programs) dan

berorientasi terhadap pencapaian hasil (result government oriented) dengan

memperhatikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi strategis. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja anggaran serta

menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan

kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
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2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda

2.5.1 Tantangan

Tujuan dari perencanaan adalah tercapainya tingkat kesejahteraan

masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon masih

jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah aspek angka

kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Tiga tahun terakhir

persentase penduduk di bawah garis kemiskinan pada angka 12,30 % pada

tahun 2021; pada tahun 2022 sebesar 12,01 % dan pada tahun 2023

sebesar 11,20 %. Sedangkan indeks pembangunan manusia pada angka

69,12 poin pada tahun 2021; pada tahun 2022 sebesar 70,92 poin dan pada

tahun 2023 sebesar 71,81 poin.

Di tengah tantangan revolusi industry 4.0, Indonesia dan seluruh

dunia dihadapkan pada adanya pandemic Covid-19 sejak akhir tahun 2019,

sehigga memaksa semua pihak untuk mampu beradaptasi, salah satunya

Sumber Data: Bappelitbanqda Kabupaten Cirebori2024

FAKTORPENDORONG FAKTORPENGHAMSAT

KEKUATAN(STRENGTH) KELEMAHAN(WEAKNESS)

INTERNAL 1. Memiliki kedudukan strategis sebagai 1. Penerapan arsitektur kinerja

kordinator perencanaan seIuruh pembangunan dalam

perangkat daerah kebijakan perencanaan pembangunan

2. Memiliki peran strategis sebagai belum maksimal

pengendali pembangunan daerah 2. Hasil money dan pengendalian belum

seiring dengan adanya fungsi monitoring seluruhnya dimanfaatkan dalam

dan evaluasi menyusun perencanaan berbasis fakta.

3. Memiliki jaringan Koordinasi luas baik 3. Belurn optimalnya penerapan Kebijakan

dengan mitra kerja; Satu Data sebagai dasar pengambilan

4. Manajemen perubahan untuk kebijakan perencanaan pembangunan.

meningkatkan kualitas perencanaan 4. Belurn terjalin secara optimal

pembangunan berbasis reformasi birokrasi komunikasi dan koordinasi dengan

5. Ketersediaan sumber daya berupa sarana perangkat daerah maupun stakeholder

prasarana, anggaran yang cukup memadai pembangunan lainnya

5. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya

Manusia Perencana dan Peneliti.

EKSTERNAL 1. Integrasi Sistem dan penerapan SIPD 1. Nomenklatur yang berubah

untuk rneningkatkan akuntabilitas, 2. Pernahaman antar perangkat daerah

efisiensi dan efektifitas perencanaan ten tang perencanaan yang berbeda.

Pembangunan. 3. Kurangnya dukungan dan kornitrnen

2. Adanya regulasi yang mengatur pirnpinan setiap perangkat daerag,

perencanaan.

3. Adanya perubahan kelembagaan

structural ke fungsional.

Tabe12.8

Analisis SWOTTantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
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2.5.2 Peluang
Globalisasi yang merupakan faktor eksternal/Internasional semakin

berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk Kabupaten

Cirebon, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan

perkembangan teknologi (IT). Secara positif, globalisasi dapat menjadi

peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah

dalam menghadapi tantangan intemasional.

dalam sektor pendidikan mengharuskan siswa melakukan PJJ

(Pembelajaran Jarak Jauh), peningkatan angka pengangguran dan
peningkatan masyarakat miskin.

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh

kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan Kabupaten Cirebon yang baik dan

tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,

dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung

kinerja perencanaan pembangunan. Jumlah SDM perencana sektoral di

Kabupaten Cirebon masih sedikit. Pada tahun 2021 telah dilantik 3 orang

fungsional perencana dan 1 orang CPNSPerencana, namun perlu ditambah

kuantitasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja semua sektor

pembangunan. Selain itu pengembangan kompetensi perencana dapat

diperoleh melalui kegiatan workshop, bimbingan teknis dan diklat secara

berkala atau regular yang sesuai dengan kualifikasi perencana. Mulai tahun

2022 ada penyetaraan dari jabatan Sub Koordinator menjadi Jabatan

Funsional Perencana, jumlah perencana di Kabupaten Cirebon sebanyak 34
orang.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan

yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta

relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Selanjutnya diperlukan upaya

yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian

masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon sehingga tercipta

rasa memiliki "sense of belonging" terhadap pembangunan daerah. Selain

itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappelitbangda ke depan adalah

perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas,

harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses

perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses

informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat sehingga setiap seluruh

lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses perencanaan.
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Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai

satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab

peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah

yang sensitive terhadap perkembangan global yang dapat memberikan

pengaruh positif pada pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Peningkatan kapasitas SDMperencana juga semakin terbuka, baik melalui

pendidikan formal maupun non formal. Hal ini didukung pula oleh terbitnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),

terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan

aparatur yang berkualitas.
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1. Partisipasi masyarakat Belum optimalnya Kurangnya fasilitas untuk

masih perlu partisipasi masyarakat menampung partisipasi
ditingkatkan dengan dalam pembangunan. masyarakat.
memberikan ruang dan Belum optimalnya
fasilitas untuk pemanfaatan layanan yang
menampung aspirasi ada di tingkat desa/Jcelurahan
seluruh lapisan dan kecamatan serta
masyarakat terhadap UPT/UPTD dinas teknis.
pembangunan

2. Kualitas Perencanaan Belum optimalnya Masih rendahnya pelaksanaan
masih perlu sinkronisasi dan sinergitas pembangunan yang dibiayai
ditingkatkan dan perencanaan pembangunan dengan skema integrasi
ditindaklanjuti daerah pendanaan baik pusat,

provinsi dan kab~aten.
Belum optimalnya Belum optimalnya
pengendalian dan monev pemanfaatan hasil
pembangunan daerah pengendalian dan monev

untuk menyusun perencanaan
berbasis fakta (evidence-based
planning) yang berdampak
pada perbaikan kinerja
pembangunan
Belum optimalnya pembagian
peran dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi
pada setiap jenjang hasil
kinerja

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Tabe13.1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan;

b. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber

daya alam serta perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan

c. penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasikan

sebagai berikut:

Pelayanan Perangkat Daerah
dan FungsiTugasBerdasar kanPermasalahan3.1 Identifikasi

BABIII

PERMASALAHANDANISU-ISUSTRATEGISPERANGKATDAERAH



Tujuan utama dari Kementerian PPNjBappenas yaitu terwujudnya

rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan

terlaksananya penugasan lainnya dari Presidenjpemerintah dalam kaitan

kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat

kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi

dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu perencanaan

pembangunan, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana

prasarana kerja,

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2025 - 2045, Bappenas telah menyusun Rencana

strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan di Kementerian PPNjBappenas. Visi Indonesia Emas 2045

adalah " Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" , Untuk

mencapai visi Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 misi (agenda)
40

3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementrian PPNjBappenas dan Renstra
Bappeda Propinsi Jawa Barat

Pemerintah Pusat yang memiliki fungsi perencanaan adalah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalj Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPNj Bappenas). Kementerian PPNjBappenas

memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu

menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional dan

mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk

mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan

Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling

memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Tugas penting Kementerian PPNjBappenas lainnya adalah membangun dan

mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini

melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan

kebijakan atau peraturan yang selama ini masih belum terintegrasi dengan

baik.

Sumber . Bappehtbangda Kab.Cireborn, 2024

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4
Belum optimalnya tata Belum optimalnya
kelola perencanaan pelaksanaan reformasi
pembangunan daerah yang birokrasi di bidang
berkualitas perencanaan pembangunan

Masih terbatasnya kompetensi
SDMperencana yang sesuai
denzan kebutuhan
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Sasaran Sasaran Renstra Permasalahan Sebagai Faktor
Renstra Bappeda Prov. Jawa Pelayanan Pengharnbat Pendorong
Bappenas Barat Bappelitbangda

Kab. Cirebon
Terwujudnya Meningkatnya Masih Koordinasi antar Adanya partisipasi aktif
integrasi, kualitas kurangnya stakeholder dari stakeholder dalam
sinkronisasi, perencanaan kualitas dan perencanaan proses perencanaan
dan sinergi pembangunan Jawa kuantitas pembangunan
perencanaan Barat yang Sumber daya daerah di
pembangunan bermanfaat untuk aparatur Kabupaten
nasional. mewujudkan hasil perencana Cirebon yang

yang belum optimal
berkesinambungan

Masih kurangnya Adanya Anggaran untuk
tenaga fungsional peningkatan kualitas
perencana dan sumber daya manusia
peneliti
Masih kurangnya Pengiriman SDM
pemahaman Bappelitbangda Kabupater
tentang sistem Cirebon untuk mengikuti
perencanaan pendidikan

yang difasilitas
Pusbindiklatren

Tabel3.2
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa
Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

Kabupaten Cirebon dapat diidentifikasi, faktor penghambat dan pendorong

pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon terhadap Renstra kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda

Provinsi Jawa Barat sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

pada Bappelitbangda

KementrianstrategisBerdasarkan penelahaan terhadap sasaran

PPN/ Bappenas dan permasalahan pelayanan

Pem bangu nan , adalah sebagai berikut:

• Transformasi Indonesia terdiri dari :

1) Transformasi Sosial

2) Transformasi Ekonomi

3) Transformasi Tata Kelola

• Landasan Transformasi terdiri dari :

4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

• Kerangka Implementasi Transformasi, terdiri dari :

6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

8) Kesinambungan Pembangunan
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mengidentifikasi implikasi reneana struktur dan pola ruang terhadap

kebutuhan pelayanan SKPD.Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang
eksisting maka SKPDdapat mengidentifikasi arah (geografis)pengembangan

pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan

SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program

pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW,SKPDdapat menyusun

raneangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRWtersebut.

Reneana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai

sektorjbidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan

kabupatenjkota dan bersifat saling melengkapi serta selaras sebagai matra

spasial bagi Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta reneana

pembangunan lainnya.

Menelaah tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi reneana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

8appelitbangda. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan 8appelitbangda yang dapat mempengaruhi

rencana tata ruang wilayah ditujukan untukTelaahan

3.3.1 Telaahan Reneana Tata Ruang Wilayah

Reneana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor7 Tahun 2018 tentang RTRWKabupaten Cirebon

Tahun 2018 - 2038. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan

pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan mendasarkan pada

reneana struktur dan pola ruang wilayah.

3.3 Telaahan Reneana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Sumber Data: Bappenas; Bappeda Prop.Jabar, Bappetiibariqda Kab.Cirebon, 2024

Sasaran Renstra Sasaran Renstra Permasalahan Sebagai Faktor
Bappenas Bappeda Prov. Jawa Pelayanan

Barat Bappelit bangda Penghambat Pendorong
Kab. Cirebon

Terwujudnya Meningkatnya Hasil pengendaliar Adanya Aplikasi e-
efektivitas kualitas dan rnonev perencanaan dan Sirnoriek
pengendalian pengukuran kinerja pembangunan yang terintegrasi untuk
pembangunan pembangunan Jawa belum optimal Meningkatnya kualitas
nasional Baratyang pengukuran kinerja

dimanfaatkan pembangunan Kabupaten
dalam perbaikan Cirebon
perencanaan
pembangunan
daerah
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3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan

atau kebijakan, rencana dan program. Penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS)merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk

memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam

pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program

pemerintah.

Sumber Dala . 8appelltbangda Kab. Cirebon, 2024

ReDCaDa Tata Ruang P'aktor
No wUayah terkait Permasalahan

Tugas dan Fuugsi Pe1ayanan SKPD Penghsmb ..t Pendorong
SKPD

I. Implikasi RTRW Pennohonan Belum ditetapkannya BAPPELITBANGDAselaku
Rekomendasi tata ruang peraturan daerah tim BKPRDmempunyai
dari masyarakat belum tentang Reneana Detail kewenangan dalam
sepenuhnya Tata Ruang (RDTR) mengoordinasikan Kegiatan
Berpedoman pada penyelenggaraan penataan
dokumen RTRW ruang

2. Sebagian besar Aspek sosial pengadaan Ketentuan spasial yang Komitmen pemerintah untuk
sarana prasarana lahan belum detail belum dijadikan menyusun ketentuan spasial
pendukung pusat memungkinkan untuk prioritas. yang detail
agropolitan telah membangun kelengkapan
tersedia sarana

3. Sebagian besar Belum ada ketentuan Ketentuan apasial yang Komitmen pemerintah untuk
sarana prasarana spasial yang lebih detail detail belum dijadikan menyusun ketentuan spasial
pendukung pusat prioritas. yang detail
minapolitan telah
terbangun PPIGebang

4. Kawasan peruntukan Kurangnya data untuk Belum lengkapnya Komitmen pemerintah untuk
industri belum mendukung promosi dokumen yang menyusun ketentuan spasial
banyak dimanfaatkan investasi, kurangnya berkaitan dengan yang detail
oleh investor dukungan masyarakat kawasan peruntukan

terhadap kawasan industri, kurangnya
peruntukan industri sosialisasi

5. Kawasan peruntukan Rusaknyajalan yang Kurangnya pengaturan Penentuan jalan altematif
pertambangan telah menjadi akses usaba akses khusus untuk pertambangan
banyak ikembangkan pertambangan
menjadi usaha
pertambangan

6. Kawasan pa.riwisata Kurangnya Kurang optimalnya Komitmen pemerintah untuk
belum dikembangkan pendampingan seeara kinerja Perangkat menyusun ketentuan spasial
sesuai potensinya intensif terhadap Daerah dan Belum yang detail dan pendampingan

pengembangan kawasan lengkapnya dokumen seeara intensif terhadap
baik pemenuhan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan
kebutuhan sarana, SDM kawasan peruntukan
pengelola dan pariwisata
manajemen pengelolaan

Tabe13.3
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

pencapaian capaian kinerja tata ruang daerah akan menjadi input bagi

perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappelitbangda.
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Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi, mengoordinasikan,

dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu

memperhatikan hasil kajian KLHSyang dinilai memiliki dampak terhadap

lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target

dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan

berupa Kebijakan, Rencana dan Program dalam KLHS dinilai memiliki

dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan

berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Cirebon sebagai mana

tercantum dalam tabel berikut ini.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolan

Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10)

disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)merupakan

"rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan,

rencana, dan/ atau program". Penyusunan KLHS memberi kontribusi

terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil

berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa

aspek sebagai berikut:

a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;

b. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan;

c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

d. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

e. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber

persoalan;

f. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang

akan muncul;

g. Aplikasiprinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.



45

pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan

peluang dan ancaman bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon di masa dua

tahun mendatang, ada 2 (dua) permasalahan inti di Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon, yaitu:

permasalahanberupa identifikasiinternalanalisisdariberasal

3.4 Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu­

isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan

kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang,

dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar. Dari hasil analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta

telahaan visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian PPN/ Bappenas,

Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat, Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon, RTRWdan kajian KLHSdapat diidentifikasi permasalahan dan isu­

isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi BappeIitbangda

Kabupaten Cirebon dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah yang akan menjadi rumusan kebijakan serta

penyusunan program prioritas Bappelitbangda.

Isu strategis bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon diperoleh baik

SumoerDeie : BBppelitbBngdBKBbCirebon, 2024

Hasn KLHS TedEait Perm.salsbAD Pelayanan
Faktor yang Mem

Tugas clan FuDpi
BAPPELITBANGDA BAPPELITBANGDA Permasalahan Pendorong

1 2 3 4
program perencanaan Masih rendahnya koordinasi Minirnnya data Sudah adanya sistem peta
tata ruang mempertim- antar pemangku kepentingan dan informasi berbasis citra dan Perda
bangkan penyesuaian terkait penyusunan KLHS pendukung yang rencana tata ruang
alokasi ruang dengan terkait dengan
daya dukung dan daya KLHS
tampung

Terbatasnya SDM Adanya UUNo.32 Tahun
yang memiliki 2009 tentang Perlindungan
kompetensi di dan Pengelolaan
dalam Lingkungan Hidup
peny us un an

Permasalahan lingkungan KLHS Adanya Perda No.7 Tahun
hidup dan sosia! (konflik lahan) 2018 tentang RTRW
telah terjadi, sehingga KLHS Kabupaten Cirebon
hanya mampu memitigasi
dampak negatif tersebut

Tabe13.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Analisis KLHSbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya
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SumberData: Bappelitbangda Kabupaten ClTebon,2024

No Urusan Isu Strategis

1. Perencanaan Semakin besarnya tuntu tan system perencanaan dan

Pembangunan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif & transparan

berbasis IT

Upaya penguatan melalui Bimtek dan pengembangan

kapasitas individu, lembaga dan sistem.

Adanya kepercayaan masyarakaat yang semakin meningkat

terhadap perencanaan pembangunan.

Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan

kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan

non formal lainnya.

Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang

efektif, efisien dan transparan.

Pemerintah Pusat mendorong untuk percepatan integrasi

sistern informasi.

Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan

pembangunan.

Sistem Inforrnasi yang ada belum terkelola dengan baik dan

adanya intervensi pusat

Penguatan Sinergitas perencanaan pembangunan yang belum

terjalin lintas sektor, terutama dengan pihak perguruan tinggi

masih perlu ditingkatkan.

2. Penelitian dan kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan dapat lebih ditingkatkan apabila dilengkapi dengan

masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil

penelitian dan pengembangan yang terfokus, teliti dan

inovatif.

Rumusan kebijakan belum berbasis hasil. Dan hasil

rumusan belum optimal digunakan sebagai rumusan

kebijakan

Tabe13.5
Isu -Isu Strategis
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Sumber Data: e-perenceneen

NO TUJUAN SASARAN INDlKATOR roJUAN / Satuan Kondisi TARGET KINERJA
SASARAN Awal roJUAN /SASARAN

2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 lMeninpatkan ldnerja h'ingkat konsistensi
il'erencanaan petnbangunan tperencanaan pembangunan persen 100% 90,00 90,00 95,00
daerah daerah

1.1 Meningkatnya lndeks Perencanaan Oarah
Kinerja perencanaan (lPO) persen 86,55 % 86,60 87,00 88,00
Pembangunan

2. lMeninglEatkan Kinerja Indeks Inovasi Oaerah
Riset dan Inovasi Persen 0 30,00 35,00 30,00
Daerah

2.1 Meningkatnya Persentase hasil inovasi dan
jimplementasi Riset kajian yang diimplementasi Persen 24,00 27,00 30,00 35,00
dan Inovasi Oaerah kan diperangkat daerah

3 Meningkatkan Akuntabilitas Nilai SAKIP
trata Kelola Pemerintahan Nilai 67,84 68,00 68,50 69,00

3.1 Meningkatnya Nilai LKIPBappelitbangda
tr'atakelola Nilai 76,0 76,01 76,02 76,05
8appelitbangda

Tabe14.1
Tujuan dan Sasaran Renstra

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/

Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program

Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang telah dituangkan sebelumnya

pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappelitbangda maka

dirumuskan tujuan dan sasaran Tahun 2025-2026 yang menjadi tugas

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan kebijakan

teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di

bidang perencanaan pembangunan. Pernyataan tujuan dan sasaran

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon beserta indikator kinerjanya disajikan

dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026

BABN

TUJUAN DANSASARAN



Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah, berdasarkan Peraturan

Pemerintah Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah daIam

Ketentuan Umum pasaI 2 ayat (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk

meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ayat (2)untuk

mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi
48

Tujuan 2

Indikator Tujuan

Sasaran Strategi

Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah.

Indeks Inovasi Daerah

Meningkatnya implementasi Riset dan Inovasi

Daerah.

Persentase hasil inovasi dan kajian yang

diimplementasikan di perangkat daerah.

Indikator Sasaran

Komponen nilai perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP sebagaimana

tertuang daIam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi8irokrasi RINomor88 Tahun 2021 tentang EvaIuasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah diukur berdasarkan 3 (tiga)aspek yaitu:

1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu

untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART,

menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta

memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting); dan

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang

berkesinambungan.

Pembangunan

Indeks Perencanaan Darah (IPD)Indikator Sasaran

Kinerja perencanaanKualitas

daerah

MeningkatnyaSasaran Strategi

Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan

daerah

Tingkat konsistensi perencanaan pembangunanIndikator Tujuan

Pencapaian Tujuan dari Renstra 8appelitbangda Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2026, dijabarkan melaIui rumusan Sasaran Strategis yang

disertai dengan Indikator Sasaran yang selanjutnya akan menjadi ukuran

pencapaian kinerja 8appelitbangda Kabupaten Cirebon, untuk 2 (dua) tahun

ke depan yaitu:

Tujuan 1

4.2 Indikator KinerjaUtama Tahun 2025-2026
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Komponen nilai perencanaan kinerja pada penilaian LKIPBappelitbangda

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat dilihat

pada Tabel4.1 ; Tabel 4.2 ; Tabel 4.3; Tabe14.3.

Tujuan 3 KelolaTataAkuntabilitasMeningkatkan

Pemerintahan

NilaiSAKIP

Meningkatnya Tatakelola Bappelitbangda

NilaiLKIPBappelitbangda

Indikator Tujuan

Sasaran Strategi

Indikator Sasaran

Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui:

1) peningkatan Pelayanan Publik;

2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan

3) peningkatan daya saing Daerah

Pada pasal 3 Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan;

tidak menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan

umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat

dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bentuk Inovasi Daerah antara lain:

1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam

pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata

laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan

unsur manpjemen.

2) Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan

pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian

pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa

publik.

3) Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah.

Dari semua bentuk inovasi daerah tersebut salah satu tugas Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon adalah memfasilitasi dan mensosialisasikan hasil inovasi

daerah setiap tahunnya memastikan inovasi dan kajian yang dihasilkan

dapat di implernentasikan kepada masyarakat.
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Sumber Data: Bappelttbangda, 2024

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No. FokusjBidang Urusan/ Indikator Kinerja Capaian (%) pada akhir

Pernbangunan Daerah Kinerja

I
periode RPJMD

(2023) 2024 2025 2026 (2026)

Pelayanan Urnurn Tersedia Tersedia Tersedia I Tersedia Tersedia

Penunjang Urusan Pemeriritahan Daerah

Perencanaan

1 trersedianya dokumen perencanaan RPJPD
iYangtelah ditetapkan dengan PERDA tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia

2 ~ersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD
yang telah ditetapkan dengan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
PERDAjPERKADA

3 ~ersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
yang telah ditetapkan dengan PERKADA

4 ketersediaan data perencanaan pembangunan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia

5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD
90 % 90% 90% 95% 95%kedalam RKPD

6 Persentase ketercapaian Perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan 82 % 85% 90% 95% 95 %
daerah

7 Persentase rata rata ketercapaian target
~nerja outcome program pada Perangkat

84,96 85 87 89 89daerah lingkup koordinasi bidang
Pernerintahan dan Pembangunan Manusia

8 Persentase rata rata pencapaian target kinerja
outcome program pada perangkat daerah 81,21 90 90 92 92
rngkup koordinasi bidang Ekosda

9 Persentase rata rata pencapaian target
~nerja outcome program pada perangkat 96,94 97 97,10 97,50 97,50
daerah lingkup koordinasi bidang lnfraswil

IPenelitiandan Pengembangan

1 Persentase kajian yang dihasilkan 0 10 15 20 20

2 Persentase inovasi perangkat daerah yang
0 40 40 45 45!difasilitasi

Tabe14.4
Indikator Kinerja Layanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

SumberData: Bappeiitbanqda, 2023

Target Capaian
Fokws/Bidang UruaaD/ Kondlsl Klnerja Kondlat Klnerja

No. IncUkator KlDerja pada akhlr perlode
Pembangunan Daerah Awal (2023) 2004 2025 2026 RPD (2026)

[ Nilai LAKlP 76,00 (BB) 76,01 (BB) (76,02 (BB) 76,05 (BB) (BB)

Tabe14.3
Indikator Kinerja Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Sumber Data: e-perencanaan

Target Capaian

No. Fokws/Bidang UrusaD/ Kondlsl Kondlal Klnerja
lnclikator Klnerja Klnerja Awal 2004 2025 2026 pada akhlr perlode

Pembangunan Daerah (2023) RPD (2026)

I Nilai SAKIP 67,84 (B) 68,00 (BB) 68,50 (BB) 69,00 (BB) BB

Tabe14.2
Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
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4.3 Cascading KinerjaBappelitbangda Kabupaten Cirebon

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berupaya menjadi instansi

pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan berfokus pada pencapaian

tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dengan

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif, dan

efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia

maupun anggaran secara ekonomis artinya ekonomis dalam pengalokasian

anggaran belanja untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon dan memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan

secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan

kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan dan sasaran

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Selain memastikan setiap individu

memiliki kinerjaj'kontribusi yang jelas dan terukur, Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah

digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat

dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan

berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon. Adapun desain kinerja yang telah dipertajam dengan unsur-unsur

perencanaan dapat diuraikan pada cascading dapat dilihat pada tabel 6.1.
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3.Persentase hasil riset
dan inovasi yang
diimplementasikan di
perangkat daerah

2.Nilai LKIP
Bappelitbangda

1. indeks perencanaan
Daerah

INDIKATOR

3. Meningkatnya
implementasi reneana
kelitbangan daerah

2. Meningkatnya
Tatakelola
Bappelitbangda

pereneanaan
Pembangunan

3. Meningkatkan
Kinerja Riset dan
lnovasi Daerah

2. Meningkatkan
Akuntabilitas
Tata Kelola
Pemerintahan.

1. Meningkatkan
kinerja
pereneanaan
pembangunan
daerah.

1. penyelenggaraan
perumusan kebijakan
bidang pereneanaan dan
bidang penelitian dan
pengembangan.
2. perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pernbangunan
daerah.
3. perencanaan
pemerintahan dan
pembangunan manusia.
4. perencanaan
perekonomian dan sumber
daya alam
5. perencanaan
infrastruktur dan
kewilayahan.
6. riset d.an inovasi daerah.
7. pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan bidang
perencanaan dan bidang
rinov.
8. pelaksanaan
administrasi Badan
Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan
Daerah
9. pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Fungsi "" .-------,"- I II SASARAN STRATEGV

Bappelitbangda )11 Tujuan I J ~1~~~rKU~~:==,KEB=I::-JA_~~N1V

SASARAN I
1 Menmgkatnya kualitas

1. bidang Perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah, pemerintahan
dan
pembangunan manusia,
perekonomian dan
sumber daya alam,
infrastruktur dan
kewilayahan.
2. bidang riset dan inovasi
yang menjadi kewenangan
Daerah serta tugas
pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.
3. menyelenggarakan tugas
perumusan, penyusunan
kebijakan perencanaan
pembangunan,
pengendalian
pembangunan daerah,
kebijakan kerjasama
penelitian, pengendalian
perencanaan dan evaluasi
kinerja perencanaan serta
rinov.

Melaksanakan fungsi
penunjang urusan
pemerintahan bidang
perencanaan dan rinov,
meliputi:

Gambar 5.1
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada tugas dan

fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang disinkronisasikan dengan

kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2026. Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan, dirumuskan pemetaan dari tugas pokok

dan fungsi hingga strategi arah kebijakan agar terjamin keselarasan dalam

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Adapun

pemetaan tersebut, dapat diuraikan sebagaimana gambar berikut.

STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN

BABV
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Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi

merupakan pemyataan-pemyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian

kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk

menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

pembangunan daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap

indikator sasaran dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT(strength,

weakness, opportunity and treats).

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil

telaah dari isu- isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya,

yang selanjutnya diklasiflkasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan

eksternal yang melekat pada masing-rnasing isu. Hasil analisis SWOTdalam

menentukan altematif strategi pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon di sajikan pada Tabel 5.1.

Merujuk pada altematif strategi tersebut, maka dapat dirumuskan

beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced score

card melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat,

perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif

penganggaran. Definisi dari 4 (empat) perspektif tersebut adalah :

Perspektif masyarakat adalah kebijakan yang dapat mengarahkan

kejelasan obyekyang akan dilayani, dan layanan apa yang harus diberikan.

Perspektif internal adalah kebijakan bagi lembaga pemerintahan yang

mendorong proses inovasi daerah.

Perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya

meningkatkan investasi masa yang akan datang berupa perbaikan SDM,

sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja

operasional pemerintahan daerah.

Perspektif Penganggaran yaitu kebijakan bagi upaya untuk mengefektifkan

alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan meningkatkan kapasitas keuangan

daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.
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Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) perspektif di atas,

dirumuskan alternatif strategi yang akan menentukan arah kebijakan,

sebagai berikut :

SumberData: Bappelttbangda,2024

KEKUATAN(Strenghts) KELEMAHAN(Weakness)
Semakin besarnya tuntutan sistem Masih belum optimalnya
perencanaan dan penganggaran pemanfaatan teknologi informasi
yang efektif, efisien, partisipatif & dalam penyusunan perencanaan
transparan berbasis IT pembangunan daerah

ntemal
Upaya penguatan melalui Masih perlu ditingkatkan
Bimtek pengembangan kemampuaan SDMperencana
kapasitas individu, lembaga dan peneliti dalam analisa
dan sistem. perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan

Ekstemal
kualitas kebijakan dalam Masih rendahnya Hasil penelitian
perencanaan pembangunan dan Pengembangan serta inovasi
daerah dapat lebih ditingkatkan daerah yang dihasilkan
dilengkapi dengan rekomendasi
yang diangkat dari hasil
penelitian dan pengembangan
yang terfokus dan teliti serta
inovatif.

~danya kepercayaan Meningkatkan efisiensi dan Mengoptimalkan teknologi
masyarakaat yang semakin Efektifitas anggaran untuk informasi dalam memenuhi data
~eningkatterhadap mengoptimal program priorita dan informasi dasar
tperencanaan pembangunan pembangunan

I ~danya kesempatan untuk
pleningkatkan kemampuan

~
~apasitas aparatur melalui
~imtek, diklat, dan pendidikan

~
ron formallainnya

2-
0 Perkembangan teknologi Memanfaatkaan kemampuan SDM Meningkatkan kapasitas
Z .nformasi dan komunikasi ~ntuk melakukan perencanaan aparatur perencana.q;
::> meningkat ~an penganggaran yang efektif,
...l efisien dan transparan berbasisW
0.. ~danya integrasi perencanaan teknologi informasi Meningkatkan penyediaan dan

~an penganggaran yang efektif, pemu takhiran data &
efisien dan transparan informasi perencanaan

pembangunan yang tepat dan
akurat

Masih adanya ego-sektoral Memperkuat koordinasi Mendorong peningkatan
E" ~alam perencanaan perencanaan demi terciptanya integrasi dan sikronisasi

~
lPembangunan keterpaduan antara dokumen dalam menyusun

tperencanaan, penganggaran dan perencanaan pembangunan
pelaksanaan daerah

Z<
::'E Sistem Informasi yang ada Meningkatkan pelayanan informasi Menjalankan proses() belum terintegrasi dengan baik perencanaan pembangunan daerah perencanaan sesuai mekanisme
Z.q; peraturan

TabelS.l
Matrik Analisis SWOTStrategi dan Arah Kebijakan
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STRATEGI ARAHKEBIJAKAN PROGRAM
Sinkronisasi Data dan Peningkatan kualitas dokumen perencanaan di Bidang lProgram Koordinasi dan
dokumen Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Sinkronisasi Perenc.

Pembangunan Manusia dan Bidang Infrastuktur Pembangunan Daerah
Kewilayahan

Meningkatkan kualitas Peningkatan validitas data sebagai dasar perencanaan, Program
pelayanan dan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan Perencanaan,
dokumen perencanaan , Pengendalian Dan
evaluasi dan pelaporan Peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas dokumen Evaluasi

~erencanaan , evaluasi dan pelaporan Pembangunan
Daerah

Meningkatkan hasil Peningkatan Riset terkait perencanaan pembangunan Program Penelitian Dan
penelitian dan Pengembangan Daerah
pengembangan yang

Tabe15.3

Strategi, Arah Kebijakan Dan Program

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang

telah dirumuskan sebelurnnya dan rnernperhatikan strategi sebagai dasar

perurnusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung

strategi. Keterkaitan antara Strategi, Arah kebijakan dan Program pada

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada

tabel 5.3. sebagai berikut :

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan

berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke

periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka

mencapai sasaran pembangunan daerah.

Sumber Data: Bappeliibanqda, 2024

No. PRESPEKTIF Alternatif Strategi STRATEGI

1 Perspektif Meningkatkan pelayanan informasi Meningkatnya Indeks
Masyarakat perencanaan pembangunan daerah Kepuasan Masyarakat

Perspektif proses perencanaan sesuai mekanisme peraturan Meningkatnya Indeks
2 proses Meningkatkan penyediaan data & informasi Perencanaan Daerah

Internal perencanaan pembangunan daerah

Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan hasil Riset yang dimanfaatkan
masyarakat Meningkatnya

Meningkatkan pengembangan inovasi dan kreativitas implementasi rencana

daerah Riset dan Inovasi daerah

3 Perspektif Meningkatkan kapasitas aparatur perencana Meningkatkan
Kelembagaan Memanfaatkan kemampuan SDMuntuk melakukan kuntabilitas Tata Kelola

perencanaan yang efektif, efisien dan transparan Pemerin tahan
berbasis teknologi informasi

4 Perspektif Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas anggaran
Penganggaran untuk mengoptimal program prioritas

Tabe15.2
Matriks Rumusan Strategi
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Arah kebijakan di rurnuskan secara spesifik waktu pencapaian. Dengan

adanya penentuan waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan

suatu arah kebijakan dijalankan rnendahului atau rnenjadi prasyarat bagi

arah kebijakan lainnya.

Sumber Data: e-perencanaan

No. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAB KEBlJAKAN

1 Meningkatkan Meningkatnya 1 Sinkronisasi Data dan 1.1.1.1 Peningkatan kualitas dan
kinerja Kualitas Kinerja dokumen Perencanaan sinkronisasi dokumen perencanaan
perencanaan perencanaan di Bidang Perekonomian dan
pembangunan Pembangunan Sumber Daya Alam, Bidang
daerah Perencanaan Pembangunan

Manusia dan Bidang Infrastuktur
Kewilayahan

1.1.2 Meningkatkan 1.1.2.1 Peningkatan validitas data
kualitas pelayanan dan sebagai dasar perencanaan,
kualitas dokumen monitoring dan evaluasi
perencanaan, evaluasi pembangunan
dan pelaporan

1.1.2.2 Peningkatan kualitas
pelayanan dan kualitas dokumen
perencanaan, evaJuasi dan
pelaporan

2 Meningkatkan 2.1. Meningkatnya 2.1.1 Meningkatkan 2.1.1. 1 Peningkatan Riset terkait
Kinerja Riset implementasi Riset hasil riset yang perencanaan pembangunan
danlnovasi dan Inovasi Daerah ditindaklanjuti oleh
Daerah Perangkat Daerab

2.1.1.2 Peningkatan pengembangan
inovasi dan kreativitas daerah

3. Meningkatkan Meningkatnya 3.1.1 Meningkatkan 3. J . I. 1 Peningkatan kualitas
AkuntabiUtas Tatakelola kualitas pelayanan dan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
Tata Ke10la Bappelitbangda akuntabilitas kinerja Bappelitbangda
Pemerintahan Bappelitbangda

Tabe15.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Sumber Data: e-perencanaan.

STRATEGI ARAHKEBIJAKAN PROGRAM

icUtindaklanjutioleh Peningkatan pengembangan inovasi dan kreativitas daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan kualitas lPeningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Program Penunjang
tpelayanan dan isappelitbangda lurusan Pemerintahan
akuntabilitas kinerja ioaerah Kabupaten /
Isappelitbangda lKota
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Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja

program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan

adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran II. Rencana program dan

kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta

program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Selama periode renstra

Bappelitbangda tahun 2025 - 2026, dalam perjalanannya terdapat

perubahan, maka dapat dilakukan dengan merevisi dan atau melengkapi

dengan keterangan dan penjelasan terkait perubahan tersebut. Perubahan

yang dilakukan dengann tujuan untuk pencapaian target renstra dan tujuan

sasaran Rencana Pembangunan Daerah Periode2025-2026. RencanaProgram,

Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2025-2026 Bappelitbangda

Pemerintah Kabupaten Cirebon, dapat dilihat Tabel 6.1 dan Tabel6.2.

RENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTAPENDANAAN

BABVI
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Akhir
No. Tujuan / lndikator Rumus Satuan Target Capaian peri ode

Sasaran 2024 2025 2026 RPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MeniDgkatkan ~at Ikonsistensi jumlah program

1. kinerja ~onslsteDSi ~ clibagi jumlah program
perencanaan perencanaan ~kaUl00% % 90 90 95 95pembangunan ~bangunan
daerah ~erah

11"/0 ketercapaian indikator
fsasaran daerah x % bobot

Meningkatnya
sasaran daerah (20%)}+ {%
~etercapaian indikator sasaran

Kualitas ndeks SKPDx % bobot sasaran SKPD
Kinerja Perencanaan (30%)}+ (%ketercapaian % 86,60 87,00 88,00 88,00
perencanaan Daerah (IPD) Iindikator kirierja program
Pernbangunan SKPDx % bobot kinerja

!program SKPD (50%))

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Tabel 7.1

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan

sasaran Rencana Pembangunan Daerah merupakan indikator kinerja yang

dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan

Daerah. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada

tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dilakukan dengan

melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana

Pembangunan Daerah untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang

pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi

langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana

Pembangunan Daerah. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan

target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada

pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang

pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja

Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Program

yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2 berikut:

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII
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SumberData: e-perencanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1-- ._------ -------- .._-_._--- 1-._--- ---_.-

%Fasilltasi iDovasl
2. iMeniDgkatkan ~atdaerah+

jKinerja Riset !mdeks lnovasi Yoprosentase hasn-basn % 30 30 35 35!dan Inovasl lDaerah ~lan seJama perlode n
lDaerah ~pat n-31/2 * 100%

(Persentase basil riset yang
Persentase basil !diimplementasikan di

Meningkatnya riset dan inovasi perangkat daerah + Persentase
limplementasi yang diimplemen novasi Perangkat Daerah yang % 27 30 35 35Riset dan asikan di diimplementasikan di
novasi Daerah perangkat daerah perangkat daerah)/2

-_.

3.
lMeningkatkan

iPerhitungan dartjAkuntabllltas iNnat SAKIP 68,50 69,00 69,00~ata Ke10la jKemenpanRB Nllai 68,00

lPemerintahan

Meningkatnya Nilai LKIP Perhitungan dari KemenpanRB
[ratakelola lBappelitbangda Nilai 76,01 76,02 76,05 76,05
iBappelitbangda
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Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerab (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon

Tabun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua)

tahun yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerab

(RPD)sesuai tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, sesuai

amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada

Tahun 2023.

Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tabun 2025-

2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan

daerab guna mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerab

Kabupaten Cirebon Tabun 2025-2026. Rencana Strategis ini selanjutnya

akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon dan menjadi pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-

2026. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tabun 2025-2026, maka

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk melakukan upaya

penyelarasan terhadap penjabaran Rencana Strategis Tabun 2025-2026 ke

dalam Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon juga berkewajiban melakukan

monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna

pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada

tabun berjalan dan akhir tahun Rencana Strategis periode

Tabun 2025-2026.

BAB VIII
PENUTUP
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HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATENClREBON TAHUN 2024 NOMOR

SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIREBON,

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

Ditetapkan di Sumber

padatanggal 28 MAret 2024

Demikian, semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2026 ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan

perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.


